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ABSTRAK

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan Islam tradisional dan
senantiasa terlibat dalam wacana keagamaan dan kenegaraan, menyikapi
persoalan perempuan berpolitik dengan mengeluarkan  keputusan-
keputusannya melalui Bahsul Masa’il. Ada beberapa keputusan Bahsul
Masa’il yang dikeluarkan NU terkait perempuan berpolitik, yaitu: (a)
Keputusan Rapat Dewan Partai NU Tahun 1961 di Salatiga yang tidak
membolehkan perempuan menjadi kepala desa, kecuali karena darurat; (b)
Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes Tahun 1997 di NTB,
membolehkan peran publik atau politik perempuan, dengan syarat
mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk menduduki peran sosial dan
politik namun mereka harus tetap ingat akan kodratnya; (c) Keputusan
Muktamar Ke-30 di Kediri, yang lebih operasional tentang keadilan dan
kesetaraan gender lebih terbuka dalam politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan-keputusan
Bahsul Masa’il NU terkait perempuan berpolitik. Bagaimana perbedaan
keputusan dari lembaga yang sama yaitu Bahsul Masa’il tentang perempuan
berpolitik antara Tahun 1961 dengan Tahun 1997 dan 1999. Sedangkan Jenis
penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian
pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku
sebagai sumber datanya. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah usil
figh sebagai kaca mata untuk melihat data dan Sosio-Historis, yaitu suatu
pendekatan masalah dengan melihat latar kesejarahannya. Karena setiap
produk pemikiran suatu organisasi pada dasarnya merupakan hasil interaksi si
pemikir (Organisasi NU) dengan lingkungan sosio-politik yang mengitarinya.

Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: Pertama,
keputusan Bahsul Masa’il Tahun 1961 yang tidak membolehkan perempuan
berpolitik, yakni menggunakan pemikiran ulama tradisional yang berpegang
teguh terhadap pendapat para ulama yang termaktub dalam kitab kuning yang
dipahami secara tekstual (dengan metode istinbat qauli), tanpa adanya
analisis kritis. Kemudian faktor dinamika sosial politik dalam tubuh NU dan
kondisi perempuan yang masih di bawah pengaruh kepemimpinan laki-laki
pada saat itu. Kedua, munculnya keputusan Bahsul Masa’il yang progresif di
Tahun 1997 dan Tahun 1999 tentang kebolehan perempuan berpolitik yakni
dengan menggunakan pemikiran kaum modernis yang dengan paradigma
formalistik-tekstualnya telah melakukan revitalisasi figh mazhab, yakni tetap
menganut pola mazhab dengan melihat perubahan zaman (dengan metode
istinbat manhajy). Selain itu, konteks dunia modern yang menuntut elemen
seluruh bangsa untuk berpartisipasi baik laki-laki maupun perempuan.
Sehingga, apabila keputusan Bahsul Masa’il Tahun 1961 tetap diterapkan,
tidak relevan untuk jangka panjang seiring dengan perubahan zaman.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakau dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

\ Alif Tdak dilambangkan Tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Sa S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

z Ha H Ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh Ka dan Ha

3 Dal D De

3 Zal 7 Zet (dengan titik di atas)
h Ra’ R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan Ye
o= Sad S Es (dengan titik di bawah)
o= Dad D De (dengan titik di bawah)




Lk Ta’ T Te (dengan titik di bawah)
Zet (dengan titik di
= Zad V4
bawah)
& ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
a Gain G Ge
] Fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
Sl Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
0 Nun N En
3 Wawu w We
° Ha’ H Ha
e Hamzah [ Apostrof
< Ya’ N\ Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap
afh Ditulis tayyibatun
& Ditulis rabbun

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis dengan “h”, misalnya:

Vi




il Ditulis Tayyibah
3aalie Ditulis Musyahadah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali

apabila dikehendaki penulisan lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ““al-” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan “h”, misalnya:
s yall dalias Ditulis Maslahah al-mursalah

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat kasrah, fathah dan dammah,

maka ditulis dengan “t”, misalnya:
Jga sl Bas g Ditulis wahdat al-wujad

D. Vokal Pendek

— Fathah Ditulis a
— kasrah ditulis i
— dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis A
Contoh: L Ditulis Ma

2>

Fathah + ya’ mati (alif layyinah) Ditulis

vii



Contoh: = Ditulis yas’a
Kasrah + ya’ mati Ditulis I
Contoh: o=l Ditulis Madi
Dammah + wawu’ mati Ditulis U
Contoh: 25 Ditulis Wujud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati Ditulis ay
Contoh: ~Sin Ditulis baynakum
Fathah + wawu’ mati Ditulis aw
Contoh: s s Ditulis tawhid

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof
i Ditulis A’antum
agi il Ditulis A’anzartahum
H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf qamariyah maka ditulis dengan huruf “I”, misalnya:

Ol all Ditulis Al-Qur’an
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2. Bila diikuti huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggandakan huruf

661”

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “1”, misalnya:
elandl) Ditulis As-sama’
I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau susunan penulisannya.

o gl Bas g Ditulis Wahdat al-wujad

Laa ¥l iy Ditulis Martabat al-ahadiyyah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah zoon politicon, yaitu makhluk yang memerlukan
orang lain. la tidak bisa hidup sendiri sehingga memerlukan pemerintahan
yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan negara.
Salah satu yang menunjang dan kontrol hubungan ini dengan adanya politik.
Politik dalam suatu negara (state) adalah yang berkaitan dengan masalah
kekuasaan (power), pengambilan keputusan (public policy), dan alokasi atau
distribusi (allocation or distribution).! Kelompok masyarakat yang di
dalamnya terdiri dari lapisan jenis kelamin laki-laki dan perempuan juga
masuk dalam tata aturan permainan politik.

Perempuan berpolitik adalah perempuan yang berada dalam kancah
politik di sebuah negara. Baik itu dalam hal yang berkaitan pada masalah
kekuasaan atau sebagai pemimpin, pada masalah pengambilan keputusan dan
lain sebagainya. Adanya perempuan dalam politik maka hak-hak perempuan
dapat terpenuhi yaitu dengan terwakilinya perempuan dalam dunia politik.
Menilik ke sejarah karena banyaknya ketidakadilan terhadap perempuan

dalam segala bidang, termasuk di dalamnya dalam bidang politik. Sehingga

'Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2008), him. 14.



dalam hal ini perempuan berpolitik sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan
negara pada umumnya dan kesejahteraan perempuan pada khususnya.

Perempuan dalam setiap masyarakat sama seperti kaum laki-laki.
Sama-sama memiliki hak yang mereka nikmati, demikian pula tiap dari
mereka dibebani kewajiban. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-
laki dan perempuan. Penghambaan adalah bagian dari kekuasaan, dan tidak
diragukan lagi, kaum perempuan dan laki-laki dikuasai oleh Allah SWT, yang
menciptakan mereka.” Namun yang kemudian menjadi persoalan, persamaan
eksistensial antara laki-laki dan perempuan belum mampu menjelaskan secara
memadai ketika perbedaan biologis diikutsertakan sebagai faktor yang
mempengaruhi peran sosial masing-masing. Meskipun sama di sisi Allah
belumlah cukup mengantarkan kepada pemahaman mengenai relasi antara
laki-laki dan perempuan baik di wilayah domestik ataupun di wilayah publik
seperti kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang berlangsung di tengah-
tengah masyarakat luas.’

Perempuan yang sejatinya memiliki hak yang sama seperti halnya
laki-laki ini tidak terealisasikan dengan tepat. Realitas kehidupan sehari-hari
yang melibatkan aktivitas laki-laki dan perempuan sebagai subyek dipandang

cenderung melemahkan posisi perempuan karena tersubordinir oleh lawan

’Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Perempuan Dalam Pandangan Hukum
Barat Dan Hukum Islam, cet. I, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), him. 10.

*H. A. Hasyim Muzadi, Nahdlatul Ulama Di Tengah Agenda Persoalan Bangsa,
Cet. | (Jakarta: Logos, 1999), him. 64.



jenisnya.* Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap
kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang
tidak penting muncul dari anggapan bahwa perempuan itu emosional atau
irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin.®

Dalam menanggapi masalah tersebut, NU sebagai organisasi Islam
yang besar mempunyai tradisi keilmuan yang dikenal dengan khazanah lama
(al-Kutubul Mu’tabarah). Secara fungsional salah satu tugas yang dipikulnya
adalah memberikan petunjuk pelaksanaan ajaran Islam dalam segala aspek
kehidupan. Lembaga yang bertugas untuk membahas problematika tersebut di
atas, disebut Lembaga Bahsul Masa’il.° Bahsul Masa’il tingkat nasional
diselenggarakan bersamaan dengan Kongres/Muktamar, Konferensi Besar
(Konbes), Rapat Dewan Partai (ketika NU menjadi partai) atau Musyawarah
Nasional (Munas) Alim Ulama.’

Dalam memecahkan sebuah permasalahan, ternyata Lajnah Bahsul
Masa’il tidak berhenti hanya pada satu keputusan saja, seperti dalam
keputusan tentang perempuan berpolitik. Dalam keputusan tentang

perempuan berpolitik ini, terdapat perbedaan, yakni keputusan Bahsul

*1bid, him. 65.

°Riant Nugroho, Gender Dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), him. 11.

®A. Busyairi Harits, Islam NU Pengawal Tradisi Sunni Indonesia, (Surabaya:
Khalista, 2010), him. 57.

"Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Baksul Masa’il 1926-1999,
(Yogyakarta: LKiS, 2004), him 69.



Masa’il pada Tahun 1961 M berbeda dengan keputusan Tahun 1997 M dan
1999 M.

Di dalam Keputusan Rapat Dewan Partai Nahdhatul Ulama pada
Tahun 1961 M memutuskan masalah tentang bagaimana hukumnya
perempuan menjadi kepala desa?bolehkah atau tidak? Kemudian jawaban
dari pertanyaan ini adalah mencalonkan perempuan untuk pilihan kepala desa
itu tidak boleh, kecuali dalam keadaan memaksa, sebab disamakan dengan
tidak bolehnya perempuan menjadi hakim. Demikianlah menurut mazhab
Syafi’l, Maliki, Hanbali, dan yang dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf.
Tetapi mazhab Hanafi memperbolehkan dalam urusan harta benda.
Sedangkan Imam Ibnu Jarir memperbolehkan dalam segala urusan apa saja.?
Dari keputusan ini, menunjukan bahwa perempuan tidak boleh menjadi
kepala desa yang secara tidak langsung tersirat makna bahwa perempuan
tidak boleh tampil menjadi seorang pemimpin, seperti halnya menjadi
seorang presiden.

Keputusan ini berbeda dengan Keputusan Musyawarah Nasional Alim
Ulama Nahdhatul Ulama Tahun 1997 M. Dalam keputusan ini mulai dibuka
peran perempuan dalam masyarakat. Perempuan sebagai anggota masyarakat
dan sebagai warga Negara yang mempunyai hak bernegara dan berpolitik,
telah menuntut perempuan harus melakukan peran sosialnya yang lebih tegas,

transparan dan terlindungi. Dalam konteks peran-peran publik menurut

8Ahkamul Fugaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar,
Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-1999 M), ter. M. Djamaluddin Miri, (Surabaya:
LTN NU dan Diantama, 2005), hIm. 328.



prinsip-prinsip Islam, wanita diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut.
Dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki
kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik tersebut.’

Kemudian pada Tahun 1999 keputusan tentang kebolehan perempuan
berpolitik ini diperkuat dengan keputusan Bahsul Masa’il al-Diniyah al-
Mauda’iyyah Muktamar XXX NU di PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur.
Keputusan ini menyatakan bahwa kepemimpinan puncak: Presiden misalnya,
sebetulnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat
modern. Dalam masyarakat modern, kepemimpinan bukan masalah “pribadi”,
tetapi sudah merupakan sesuatu yang terlembaga. Oleh karena itu yang
menjadi tantangan ke depan adalah: bagaimana membangun struktur
kepemimpinan dan politik yang lebih mengedepankan aspek-aspek feminitas
atau keperempuan yang bersandar pada nilai-nilai kasih sayang, solidaritas,
keseimbangan, dan kedamaian (non violence). Di sisi lain: bagaimana
membangun sistem politik yang meminimalisir ekses nilai-nilai maskulinitas
atau kelelakian yang bersandar pada kekerasan, dominasi, dan pemisahan
yang ketat antara wilayah domestik dan publik.®

Lajnah Bahsul Masa’il bukanlah forum yang stagnan, statis, dan tidak
peka terhadap perkembangan dan perubahan di masyarakat. Karena kalau

dilihat aktivitas ulama NU dan intelektual mudanya cukup responsif terhadap

® Ibid, him. 624.

19 1bid, him. 652.



kondisi yang terjadi.** Sehingga tidak heran jika dalam keputusan yang
dihasilkan dari forum Bahsul Masa’il ada perubahan dari keputusan yang
sudah pernah dikaji. Seperti halnya dalam keputusan tentang perempuan
berpolitik tersebut. Dari latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk
mengadakan penelitian tentang perbedaan keputusan dari lembaga yang sama
yaitu Lajnah Bahsul Masa’il Nahdlatul Ulama tentang perempuan berpolitik,
dan apa yang menyebabkan ketidak konsistenanya itu. Perbedaan keputusan
Bahsul Masa’il pada Tahun 1961 M dengan Keputusan pada Tahun 1997 M

dan Tahun 1999 M merupakan akar dari permasalahan penelitian tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat ditarik
sebuah rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

Bagaimana perbedaan keputusan Bahsul Masa’il NU tentang
perempuan berpolitik antara Tahun 1961 M dengan Tahun 1997 M dan Tahun

1999 M?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan
dari keputusan Bahsul Masa’il NU tentang perempuan berpolitik antara Tahun

1961 M dengan keputusan Tahun 1997 M dan Tahun 1999 M.

11 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual, him. 4.



Adapun kegunaan dari penelitian ini secara teoritis adalah hasil
penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan
ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial dan politik tentang perempuan dalam
dunia politik. Selain itu, kegunaan penelitian ini dapat memberikan gambaran
secara sosio historis tentang ijtihadnya ulama NU terhadap persoalan
perempuan berpolitik dari pengaruh kultural maupun politis. Secara praktis,
kegunaan penelitian ini adalah dapat menambah wawasan masyarakat umum
tentang pandangan Nahdlatul Ulama terhadap perempuan yang terlibat dalam
politik yang diputuskan dalam forum Bahsul Masa’il Nahdlatul Ulama

tersebut.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas tentang dunia politik banyak ditemukan
pada saat ini, terutama mengenai perempuan dalam politik. Salah satunya
dalam skripsi yang ditulis oleh Saiful Waris (2013), yang berjudul
“Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah Dan
Nahdlatul Ulama™? yang lebih mengacu kepada kedudukan dan syarat
kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan muhammadiyah dan
nahdlatul ulama. Kemudian tentang persamaan dan perbedaan pendapat

kedua lembaga tersebut tentang bolehnya kepemimpinan politik perempuaan.

12 Saiful Waris, Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah
Dan Nahdlatul Ulama, Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).



Kemudian skripsi yang berjudul “Studi Pemikiran M. Quraish Shihab
Tentang Politik (Siyasah) Serta Peran Perempuan Di Dalamnya Dalam
Tafsir Al-Misbah” yang ditulis oleh Al Karimah. Skripsi ini menjelaskan
tentang peran perempuan dalam politik menurut pandangan M. Quraish
Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Misbahnya diisyaratkan oleh adanya sebab
akan suatu potensi yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat
memimpin atau berperan dalam usaha memakmurkan umat.*®

Dalam skripsinya Ahmad Mufagih yang berjudul tentang “Peran
Politik Perempuan Kajian Siyasah Syar’iyvah Terhadap Pergerakan
Perempuan Kebangkitan Bangsa”. Dijelaskan dalam skripsi Ahmad Mufagih
ini bahwa kaitannya dengan peran perempuan dalam politik praktis tidak
dinafikan lagi peranannya dan sejauh mana peran dan partisipasi politik
pergerakan perempuan kebangkitan bangsa (PPKB).**

Skripsi yang berjudul “Kesetaraan Gender Dan Gugatan Cerai Di
Pengadilan Agama Cilacap (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama
Cilacap)” oleh Karyono. Skripsi ini menjelaskan bahwa kesetaraan

merupakan salah satu misi global dari gerakan yang berupaya mencari

13 Al Karimah, “Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Politik (Siyasah) Serta
Peran Perempuan Di Dalamnya Dalam Tafsir Al-Misbah”, Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

¥ Ahmad Mufagih, “Peran Politik Perempuan Kajian Siyasah Syar’iyyah Terhadap
Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa”, Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).



keadilan bagi kaum perempuan yang untuk sementara anggapan masih selalu
mengalami ketertindasan baik kekerasan maupun diskriminasi.*

Dalam bukunya, Siti Musdah Mulia, yang berjudul “Muslim Reformis;
Perempuan Pembaharu Keagamaan”'® yang diterbitkan oleh PT Mizan
Pustaka, 2004. Buku ini menjelaskan tentang sejarah geliat organisasi-
organisai Islam perempuan yang di dalamnya termasuk perempuan Nahdlatul
Ulama dan sejauh mana eksistensinya dalam organisasi tersebut. Kemudian
interaksinya terhadap permasalahan-permasalahan perempuan yang terjadi
pada masa dewasa ini.

Kajian-kajian mengenai Nahdlatul Ulama sebenarnya juga sudah
banyak yang dilakukan oleh para ilmuwan. Wacananya pun beragam mulai
dari kajian sejarah, politik, figh, dakwah, sampai pada perkembangan
pemikiran di kalangan ulama NU, tidak terkecuali juga kajian tentang Bahsul
Masa’il NU.

Diantaranya, buku yang membahas tentang Bahsul Masa’il NU adalah
buku Ahmad Zahro (2004) yang berjudul “Tradisi Intelektual NU: Lajnah

Bahsul Masa’il 1926-1999 M”*" yang lebih mengarah kepada analisisnya

terhadap kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam setiap forum Bahsul

K aryono, “Kesetaraan Gender Dan Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Cilacap
(Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Cilacap)”, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2007).

8Sjti Musdah Mulia, Muslim Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan,
(Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004).

YAhmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Baksul Masa’il 1926-1999,
(Yogyakarta: LKIiS, 2004).
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Masa’il, kemudian tentang validitas istinbat hukumnya yang dilakukan dalam
Lajnah Bahsul Masa’il NU serta keputusan figh yang dihasilkannya.

Musholin Dzul Jalali Fajri (2006) dalam skripsinya yang berjudul,
“Metode Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Baisul Masa il Nahdlatul
Ulama’ Sebelum Dan Sesudah Munas Ulama’ Bandar Lampung Tahun
1992”8 yang berisi tentang metode pengambilan hukum dalam Bahsul
Masa’il Nahdlatul Ulama sebelum dan sesudah Munas Ulama Bandar
Lampung Tahun 1992 M dan yang melatar belakangi adanya perubahan
metode pengambilan keputusan hukum dalam Bahsul Masa’il Nahdlatul
Ulama.

Kemudian dalam skripsinya Abdul Mu’thi Fithriyanto (2003) yang
berjudul “Baksul Masa’il NU Dalam Muktamar XXX NU Tahun 1999
(Metode Istinbas dan Aplikasinya)”*®. Pembahasan dalam skripsi ini lebih
spesifik kepada metode pengambilan hukum yang dirumuskan oleh Munas
Alim Ulama Nu Tahun 1992 dan aplikasinya dalam menghasilkan keputusan
Bahsul Masa’il Muktamar XXX NU Tahun 1999.

Dari beberapa literatur yang ada, penulis akan melanjutkan penelitian-

penelitian tentang Bahsul Masa’il NU tersebut guna melengkapinya. Oleh

8 Musholin Dzul Jalali Fajri, “Metode Pengambilan Keputusan Hukum Dalam
Baksul Masa il Nahdlatul Ulama’ Sebelum Dan Sesudah Munas Ulama’ Bandar Lampung
Tahun 19927, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

9 Abdul Mu’thi Fithriyanto, “Baksul Masa ‘il NU Dalam Muktamar XXX NU Tahun
1999 (Metode Istinbay dan Aplikasinya)”, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).
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karena penulis akan meneliti tentang persoalan perbedaan keputusan oleh

lembaga yang sama yaitu Bahsul Masa’il NU tentang perempuan berpolitik.

E. Kerangka Teoritik

Perempuan pada hakikatnya sama dengan laki-laki di mata Allah
SWT, yang membedakan hanya tingkat ketakwaanya kepada Allah SWT.
Begitu juga dalam masalah perempuan berpolitik selama itu tidak melanggar
ketentuan syari’at. Perempuan dalam Islam mendapat tempat yang mulia,
tidak seperti yang dituduhkan oleh sementara masyarakat, bahwa Islam tidak
menempatkan perempuan sebagai subordinat dalam tatanan kehidupan
masyarakat. Islam memberikan hak yang sama dengan laki-laki untuk
memberikan pengabdian yang sama kepada agama, nusa, bangsa, dan
negara.? Seperti dalam Firman Allah SWT:
2 Ak sha 4ipailh Gage say sl SD (e alla dae (0
Bahsul Masa’il yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama sebagai wadah
berkumpulnya ulama NU dalam membahas masalah-masalah kontemporer
yang merupakan sebuah fenomena bahwa perkembangan kehidupan dalam
masyarakat termasuk di dalamnya muncul isu-isu tentang perempuan
berpolitik yang merupakan persoalan baru yang menuntut para ulama untuk

memberikan pandangan keagamaannya. Lajnah Bahsul Masa’il merupakan

20 sahal Mahfudh, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar,
Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama, cet. I, (Surabaya: Khalista, 2011), him. 781.

1 QS. An-Nahl [16] : 97
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forum ilmiah keagamaan tertinggi bagi warga NU. Oleh karena itu, peninjauan
ulang terkait dengan hal-hal yang telah dijalankan dan dihasilkannya menjadi
suatu keniscayaan, sebab selain secara horizontal hasil keputusannya akan
diikuti dan dijadikan pedoman oleh warga nahdiyin, secara vertikal juga akan
dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Untuk itu diperlukan usaha
pembenahan secara terus-menerus, terlebih bila ternyata dilihat dari kaca mata
ilmiah masih ada kekurangan.?

Figh sebagai disiplin ilmu merupakan hasil penafsiran ajaran agama
sesuai dengan realitas masyarakat. Sebagai sebuah produk penafsiran, ia tidak
bisa dianggap sama dan sebangun dengan agama itu sendiri. Figh lebih
tampak sebagai kesimpulan dari “cara baca” umat Islam terhadap fenomena
kemasyarakatan. Tentu saja terdapat diferensiasi pemikiran mengenai hal
tersebut, karena “pembacaan” atas realitas pastilah tidak sama akibat
perbedaan perspektif yang digunakan dalam membidik realitas sosial.
Kemudian dikonfirmasikan pada syariat, baik karena alasan metodologis atau
kecenderungan teologis maupun karena dilatar belakangi oleh fakta sosial.
Dengan metode legislasi dan penggalian hukum yang berbeda, antara seorang
mujtahid dengan mujtahid lainnya boleh jadi akan menghasilkan produk yang
berlainan pula. Sedangkan fakta sosial yang juga berbeda-beda antara satu

lingkungan masyarakat dengan yang lainnya, secara tidak langsung akan turut

22 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual, him. 145.
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menentukan pula pembentukan struktur nalar di antara para mujtahid yang
memang hidup dalam situasi dan kondisi yang berbeda.?®

Para ulama NU, tidak berhenti hanya pada pencarian produk
pemikiran figh yang bersifat instan saja sebagaimana fatwa-fatwa para
mujtahid yang terdapat dalam kitab-kitab klasik tersebut, tetapi juga
mengandung upaya penelusuran yang menjangkau persoalan lebih mendalam,
yaitu bagaimana produk pemikiran figh itu lahir, apa kaidah dan landasan
epistemologinya. Dengan demikian, kerangka berpikir umat Islam di masa lalu
bisa dipahami dengan benar dan komperehensif. Kerangka berpikir itulah
yang disebut manhaj. Dari manhaj tersebut muncullah beberapa kaidah dasar
seperti uszl al-figh dan qawa’id al-fighiyah. Ketika manhaj tersebut
dikontekstualisasikan dengan beberapa persoalan umat secara kasuistik atau
mendetail, maka lahirlah disiplin ilmu figh. Asumsi ini menunjukan bahwa
figh bersifat kasuistik atau merupakan produk instan bagi upaya pencarian
ketentuan hukum Islam mengenai suatu masalah. Maksudnya, figh
diformulasikan berdasarkan kejadian-kejadian dan perkembangan kebutuhan
masyarakat yang ada.?*

Sementara itu, minimnya kapasitas keilmuan tidak memungkinkan
untuk memutuskan hukum dengan menggali langsung dari sumbernya, yaitu
al-Qur’an dan Hadis, mengingat masih globalnya bahasa yang ditawarkan

keduanya. Menyadari hal itu dalam pengambilan keputusan hukum harus

% H.A. Hasyim Muzadi, Nahdlatul Ulama, him. 127-128.

2 1bid, him. 132.
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tetap berpegang teguh pada pola pikir yang telah dirintis oleh para mujtahid.?
Meskipun demikian, tidak berlebihan kiranya bila dalam proses pengambilan
keputusan tetap dikondisikan dengan ruang dan waktu demi kemaslahatan. *°
Seperti dalam qa 'idah fighiyyah:
TS 5 A V) s AlSAY) uas Sy
Pembacaan terhadap realitas sosial akan menghantarkan pada satu
kesimpulan bahwa pengembangan figh merupakan suatu keniscayaan.
Perubahan sosial sejalan dengan perkembangan alih teknologi dan sistem
ekonomi serta kemajuan aspek-aspek kehidupan lainnya, menuntut suatu
panduan ruhaniah yang memiliki relevansi erat dan melekat dengan masalah-
masalah nyata yang akan terus-menerus muncul seiring dengan keniscayaan
perkembangan sistem nilai dan budaya.”® Ada lima ciri yang menonjol dari
“paradigma figh baru”. Pertama, selalu diupayakan interpretasi ulang dalam
mengkaji teks-teks figh untuk mencari konteksnya yang baru. Kedua, makna
bermazhab berubah dari bermazhab tekstual (mazhab gauli) ke bermazhab
secara metodologis (mazhab manhajy). Ketiga, verifikasi mendasar mana
ajaran yang pokok (usizl) dan mana yang cabang (furiz’). Keempat, figh

dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara. Kelima,

% FMP3, Wanita Pesantren Putri Menjawab (Hasil Baksul Masa il FMP3 se-Jawa
imur), (Kediri: Harapan Mandiri, , him. 4.
Ti Kediri: Harapan Mandiri, 2006), him. 4

% 1bid, him. 5.
27 Wahbah al- Zuhaily, Usil Al-Figh Al-Isiami, (Beirut: Dar al-Fikr,1987), 11:860.

%8 Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 1994), him. xxxii.
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pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya
dan sosial. *°

Selanjutnya metode ijtihad istislaky, adalah cara istinbat hukum
mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak
adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada asas
kemaslahatan yang sesuai dengan magasid asy-syari’ah (tujuan pokok syari’at
Islam) yang mencakup tiga kategori kebutuhan, yaitu daruriyyah (pokok),
hajjiyah (penting), dan ta/Zsiniyyah (penunjang). Beberapa metode yang dapat
dikategorikan sebagai metode istislaky adalah al-masalih al-mursalak
(kemaslahatan yang tidak terdapat acuan nasnya secara eksplisit), al-istizsab
(pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh), bara ah az-zimmah (pada
dasarnya seseorang itu tidak terbebani hukum/asas praduga tak bersalah), sad
az-zarai’ (menutup jalan yang menuju pada terjadinya pelanggaran hukum)
dan ‘wrf (adat kebiasaan yang baik).*

Dengan menggunakan teori tersebut, penulis akan mengungkapkan
perbedaan keputusan Bahsul Masa’il pada Tahun 1961 M dengan keputusan

Tahun 1997 M dan Tahun 1999 M tentang Perempuan berpolitik.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah diperlukan suatu metode agar

penelitian tersebut terlaksana secara terarah dan rasional serta mencapai hasil-

2 1bid, him. viii.

% Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual, him. 115.
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hasil yang optimal,®

maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk
jenis penelitian pustaka (library research), vyaitu penelitian yang
menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.** Hal ini dilakukan dengan
cara mengumpulkan data dan membaca berbagai macam literatur buku
tentang Bahsul Masa’il dan umum, khususnya yang berhubungan dengan
perempuan dalam politik.

2. Sifat Penelitian

Sedang sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik®, yaitu
memaparkan segala hal yang terjadi lalu dianalisis dengan memilah-milah
untuk mencari sebuah kejelasan.

3. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang dipakai adalah sebagai berikut:

31 Anton Backer, Metodologi-Metodologi Filsafat, cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1986), him. 10.

%2 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), him. 9.

% Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan,
gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran gejala atau
frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam
masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah
dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah
antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh
kejelasan mengenai halnya. Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1996), him. 47-48.
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1. Usal figh, yaitu usal figh yang dijadikan cara atau metode untuk
menggali suatu hukum terhadap proses penelitian atau usal figh
sebagai kaca mata untuk melihat data.

2. Sosio-Historis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan melihat
latar kesejarahannya. Karena setiap produk pemikiran suatu
organisasi pada dasarnya merupakan hasil interaksi si pemikir
(Organisasi  NU) dengan lingkungan sosio-politik  yang
mengitarinya.

4. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis memperoleh data yang meliputi dari
sumber primer yaitu data yang diperoleh dari hasil keputusan-keputusan
dalam Bahsul Masa’il NU dan buku-buku tentang perempuan, sedangkan
sumber data selanjutnya adalah sumber data sekunder yaitu yang diperoleh
dari buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan tema pokok skripsi yang
ditulis oleh pihak lain.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, maka penyusun menggunakan metode di

antaranya:

1) Metode Induktif, yaitu suatu penarikan kesimpulan dari pernyataan
yang bersifat khusus menuju pernyataan yang bersifat umum. Cara
berfikir ini akan digunakan dalam menganalisis konteks perubahan
keputusan hukum Bahsul Masa’il NU tentang perempuan di dunia

politik.
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2) Metode deduktif, yaitu suatu pola yang didasarkan pada realitas
yang bersifat umum kemudian diformulasikan dalam suatu
kesimpulan yang bersifat khusus.>* Cara berfikir ini digunakan
untuk menganalisis suatu masalah yang berangkat dari konsep

umum NU dalam memandang perempuan dalam politik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini supaya lebih terarah,
maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut : Bab
pertama yaitu, pendahuluan; yang berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian bab kedua akan membahas tentang Tinjauan Umum Bahsul
Masa’il NU, yang meliputi posisi ijtihad dalam Bahsul Masa’il NU, posisi
mabahis dalam Bahsul Masa’il NU, dan setting sosial politik Bahsul Masa’il
NU Tahun 1961, 1997, dan 1999 M. Dalam bab ini akan dikupas tentang NU
dan perubahan sosial-politiknya yang mempengaruhi berubahnya keputusan
tentang perempuan berpolitik dari Bahsul Masa’il NU Tahun 1961 M, Munas
Alim Ulama dan Konbes NU pada Tahun 1997 M, sampai kepada Muktamar

ke-30 di Lirboyo Kediri pada Tahun 1999 M.

% Saifuddin Zuhri, Metode Penelitian, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),
him. 40.
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Selanjutnya pada bab ketiga akan dibahas tentang wacana teks dan
konteks perempuan berpolitik ketika dilaksanakan Bahsul Masa’il NU. Yaitu
tentang argumentasi dalam Bahsul Masa’il NU tentang perempuan berpolitik
pada keputusan Bahsul Masa’il Tahun 1961. 1997, dan 1999. Kemudian
tentang konteks perempuan pada masa Orde Lama, perempuan pada masa
Orde Baru, perempuan pada masa awal Orde Reformasi, serta perempuan
kontemporer.. Tentang perempuan ini semuanya akan dikupas dalam bab ini
untuk mengetahui pengaruh konteks perempuan terhadap perubahan
keputusan Bahsul Masa’il NU Tahun 1961, 1997, dan 1999 M tentang
perempuan berpolitik.

Pada bab keempat akan dibahas analisis terhadap perubahan
keputusan Bahsul Masa’il Tahun 1961 M dengan Tahun 1997 M dan Tahun
1999 M tentang perempuan berpolitik. Dalam pembahasan bab empat ini
meliputi dinamika pemikiran dalam Bahsul Masa’il tentang perempuan
berpolitik, konteks perubahan keputusan yang diambil oleh Bahsul Masa’il
NU tentang perempuan berpolitik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi
perbedaan  keputusan yang diambil oleh Bahsul Masa’il NU tentang
perempuan berpolitik.

Bab terakhir yaitu bab kelima, sebagai penutup dari penelitian ini
yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh topik pembahasan dalam penelitian
ini dan saran-saran. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka termasuk

lampiran-lampiran, serta curriculum vitae penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji dan menelaah permasalahan tentang
perempuan berpolitik dalam keputusan Bahsul Masa’il NU yang telah
diungkapkan dalam penelitian ini. Maka penyusun dapat mengambil
kesimpulan bahwa perbedaan keputusan antara Bahsul Masa’il Tahun 1961
dengan 1997 dan 1999 yaitu Bahtsul Masail pada Tahun 1961 di Salatiga
yang tidak membolehkan perempuan menjadi kepala desa atau menjadi
seorang pemimpin politik merupakan pemikiran ulama tradisional yang
menggunakan metode istinbat qauli atau mereka yang berpegang teguh
terhadap pemikiran ulama klasik yang dipahami secara tekstual (gauli). Selain
itu karena kondisi sosial politik pada Tahun 1961 yang tidak lumrah terhadap
perempuan untuk menjadi pemimpin. Dunia politik saat itu masih di bawah
pengaruh kaum laki-laki, tidak terkecuali dalam lingkungan NU. Kemudian
pada saat Bahsul Masa’il itu dilaksanakan dengan kondisi NU yang sedang
sibuk dalam urusan politik sehingga lupa dengan perannya sebagai organisasi
keagamaan. Oleh karena itu urusan kemaslahatan ummat dikesampingkan
untuk sementara waktu.

Selanjutnya Bahsul Masa’il pada Tahun 1997 di Lombok NTB dan
Bahsul Masa’il Tahun 1999 di Lirboyo Kediri sudah membuka peran

perempuan dalam wilayah publik termasuk perannya dalam bidang politik

99
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yang merupakan pemikiran ulama modernis (progresif) dengan menggunakan
metode istinbat yang telah ditetapkan Munas Alim Ulama Tahun 1992 yakni
metode manhajy. Alasan kedua keputusan ini juga karena konteks dunia
modern yang menuntut elemen seluruh bangsa untuk berpartisipasi baik laki-
laki maupun perempuan. Kiprah perempuan dalam politikpun sudah tidak
tabu lagi. Selain itu pertimbangan dari diri NU sendiri adalah demi
kemaslahatan ummat yang menegakkan sikap keadilan. Sehingga Keputusan
Tahun 1961 sudah tidak relevan lagi apabila masih tetap diterapkan dengan
zaman yang sudah berubah. Oleh sebab itu, peninjauan ulang terhadap
keputusan tersebut sangat dibutuhkan, yakni dengan mengeluarkan keputusan
Bahsul Masa’il Tahun 1997 dan 1999. Dengan menggunakan dalil-dalil yang
berprinsip pada keadilan atau kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam

berbagai aspek kehidupan.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan setelah selesai dalam
penelitian ini adalah semua keputusan Bahsul Masa’il seharusnya disertai
dalil-dalil yang menjadi rujukan keputusannya. Karena, dalam keputusan
pada Tahun 1999 di Lirboyo Kediri tidak disertai dalil-dalil. Dengan
diperkuat oleh dalil-dalil tersebut masyarakat pada umumnya dan warga
nahdliyin pada khususnya akan lebih yakin dan mantap dalam menjalankan
keputusan tersebut. Terlebih kepada orang awam yang belum begitu tahu

tentang hukum. Kemudian dalam keputusan Bahsul Masa’il lebih baik lagi
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jika disertai dengan penjelasan yang detail dan alur kenapa keputusan tersebut
diambil. Sehingga masyarakat yang tidak mengikuti secara langsung kegiatan
Bahsul Masa’il dapat memahami dengan jelas alasan kenapa keputusan dalam
Bahsul Masa’il tersebut diambil. Maka, ketika suatu saat terjadi peninjauan
ulang atas keputusan hukum yang telah ada seperti dalam keputusan Bahsul
Masa’il Tahun 1961, 1997, dan 1999 tentang perempuan berpolitik,
masyarakat sudah tidak bingung lagi kenapa Bahsul Masa’il tidak konsisten

dengan keputusan yang telah diambilnya.
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LAMPIRAN 1

DAFTAR TERJEMAHAAN

No.

Him

Foot

Note

Terjemahan

BAB |

11

21

Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka
sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan
yang baik.

14

27

Tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan
perubahan zaman dan tempat (situasi dan kondisi).

BAB Il

47

Demikian para ulama berbeda pendapat, tentang persyaratan
jenis kelamin laki-laki. Mayoritas ulama berpendapat,
kelelakian tersebut merupakan syarat keabsahan hukum.
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan boleh
menjadi hakim dalam masalah harta. Imam al-Thabari
berpendapat, perempuan boleh menjadi hakim secara
mutlak dalam hal apapun.

48

Menurut pendapat tiga imam (Maliki, Syafi’l dan Hanbali),
tidak sah perempuan menduduki posisi hakim. Sedangkan
Abu Hanifah mensahkan perempuan menjadi hakim dalam
segala hal yang diperbolehkan adanya kesaksian
perempuan. Menurut Abu Hanifah kesaksian wanita itu bisa
diterima dalam segala hal kecuali yang berkaitan dengan
masalah pidana.

48

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan,
oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka
(laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan).

48

Tidak akan pernah sukses suatu kaum yang menyerahkan
urusannya kepada perempuan.

49

Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-
laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman,
maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di




dalamnya tanpa hisab.

49

Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka
sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan
yang baik.

49

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya
(dengan berfirman):“Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-
nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu,
laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah
turunan dari sebagian yang lain.

10.

51

11

Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan,
sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain.
Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma’rif,
mencegah yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan
zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

BAB IV

11.

76

Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka
sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan
yang baik.

12.

77

Tidak akan pernah sukses suatu kaum yang menyerahkan
urusannya kepada perempuan.

13.

88

16

Tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan
perubahan zaman dan tempat (situasi dan kondisi).

14.

88

17

‘adah itu bisa dijadikan patokan hukum.




LAMPIRAN 11
BIOGRAFI ULAMA

KH. Hasyim Asy’ari

KH. Hasyim Asy’ari lahir pada hari selasa tanggal 24 Dzul Qo’dah
1287 H bertepatan dengan tanggal 14 februari 1871 M. di dusun gedang,
tambakrejo, 2 kilometer sebelah utara pusat jombang, beliau berada dalam
kandungan dalam waktu cukup lama, sekitar 14 bulan. Ayahnya, asy’ari,
adalah pendiri pesantren keras. Usman, kakeknya, merupakan pimpinan
pesantren gedang. Sedangkan sihah buyutnya, adalah kyai pendiri pesanteren
tambak beras. Secara geneologis bisa disimpulkan bahwa KH. Hasyim
Asy’ari adalah keturunan trah ulama pesantren, jadi tidak heran kalau
kepribadian yang beliau miliki berkultur pesantren.

KH. Hasyim Asy’ari adalah anak ketiga dari sepuluh bersaudara, yaitu
Nafi’ah, Ahmad Saleh, Radiah, Hasan, Anis, Fathanah, Maimunah, Maksum,
Nahrawi dan Adnan. KH. Hasyim Asy’ari menikah 7 kali dan semua istrinya
adalah putra kyai. Diantara istri beliau adalah Khadijah, putri Kyai Ya’qub
dari pesantren Siwalan Panji Sidoarjo; nafisah putri Kyai Ramli dari
Kemuning Kediri yang memberikan seorang putra bernama Abdullah;
Nafigah, putri Kyai llyas dari Sewulan Madura. Dari Nafigah ini KH. Hasyim
Asy’ari memperoleh sepuluh keturunan yakni, Hannah, Khairiyyah, Aisyah,
Azzah, Abdul Wahid, Abdul Hafid, Abdul Karim, Ubaidillah, Masrurah, dan
M. Yusuf, lalu Masrurah putri saudara Kyai llyas dari pesantren Kapurejo
Kediri yang berputra empat yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan M.
Ya’qub.

KH. Hasyim Asy’ari merupakan sosok yang selalu haus dan tidak
pernah puas dengan ilmu yang telah diperoleh sehingga karena usaha keras
dan tidak mengenal lelah dalam menuntut ilmu itulah KH. Hasyim Asy’ari
menjadi satu-satunya tokoh/ulama yang diakui dan diberi julukan “Hadratusy
Syaikh” yang berarti “tuan guru besar”. Mulai usia 15 tahun KH. Hasyim
Asy’ari merantau ke pesantren-pesantren. Diantara pesantren yang beliau
singgahi untuk menuntut ilmu adalah pesantren Wonokoyo (Pasuruan),
Pesantren Langitan (Tuban), Pesantren Tenggilis (Surabaya), Pesantren
Demangan yang diasuh oleh KM. Kholil (Bangkalan) dan Pesantren Siwalan
Panji (Sidoarjo).

Pada tahun 1892 M/1308 H KH. Hasyim Asy’ari berangkat haji ke
Makkah sekaligus menuntut ilmu kepada banyak ulama besar Hijaz. Di
antaranya yaitu Syaikh Syu’aib Bin Abdurrahman, Syaikh Saleh Bafadal.



Syaikh Ahmad Amin Al-Athar, Syaikh Mahfud Al-Termasi, Syaikh Khatib
Minangkabau, Syaikh Sambas, Dan Syaikh Nawawi (empat terakhir dari
Indonesia). KH. Hasyim Asy’ari juga berguru kepada sejumlah Sayyid, yaitu
Sayyid Abbas Al-Malik, Sayyid Sulthan Hasyim Daghestani, Sayyid
Abdullah Al-Zawawi, Sayyid Alwi Bin Ahmad Al-Saqgaf, Sayyid Abu Bakar
Syatha Al-Dimyathi dan Sayyid Hussein Al-Habsyi, mufti makkah pada saat
itu. KH. Hasyim Asy’ari kembali ke jawa pada tahun 1899, lalu mengajar di
pesantren gedang sebelum mendirikan pesantren sendiri di tebuireng.

Pada tahun 1926 diselenggarakan konggres al-Islam IV dimana pada
saat itu forum hampir dikuasai oleh kelompok Islam modern, sedangkan
kelompok Islam tradisional yang didukung oleh KH. Hasyim Asy’ari
dimarginalkan. Sehingga hal itu mendorong KH. Hasyim Asy’ari melakukan
konsolidasi dengan seluruh ulama tradisional yang akhirnya bersepakat
membentuk organisasi NU pada tahun itu juga. Pada tahun 1937 M pemimpin
NU, Muhammadiyah, dan Syarikat Islam sepakat membentuk lembaga
bersama yaitu MIAI (majelis Islam A’la Indonesia) dan KH. Hasyim Asy’ari
beserta putranya KH. Wahid Hasyim diminta untuk menjadi pemimpinnya.
Pada tahun 1946 partai politik masyumi berdiri dan KH. Hasyim Asy’ari
diminta untuk menjadi pemimpin tertinggi.

KH. Hasyim Asy’ari wafat pada tanggal 7 ramadhan 1366 H
bertepatan dengan tanggal 25 juli 1947 karena penyakit tekanan darah tinggi.
Setelah terkejut mendengar berita dari Jenderal Soedirman dan Bung Tomo
tentang kemenangan pasulan belanda dalam pertempuran di Singosari,
Malang yang meminta banyak korban dari rakyat biasa.

Karya-karya KH. Hasyim Asy’ari:

1. al-Tibyan Fi Nahyi ‘An Mugqati’ati al-Arham Wa al-Agarib Wa al-lkhwan
(tentang ijtihad dan taglid).

2. Risalah Ahlu al-Sunnah Wa al-Jama’ak dan al-Tanbihat al-Wajibat Li
Man Yasna'u al-Maulid Bi al-Munkarat (tentang sunnah dan bid’ah).

3. Ziyadah al-Ta ligat ‘Ala Manzamat al-Syaikh ‘Abd Allah.

al-Durar al-Muntasirah Fi al-Masail al-Tis’a ‘Asyarah.

5. Salasun Munjivatun: Muqaddimah Wa Khutbah Wa Risalah.

>

KH. Sahal Mahfudh

Kyai Sahal adalah seorang ulama yang dilahirkan di lingkungan
pondok pesantren, di sebuah desa yang ada di sekitar jalur pantura (pantai
utara), yaitu tepatnya di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati,
pada tanggal 17 desember 1937 M. Beliau adalah putra ketiga dari enam
bersaudara pasangan KH. Mahfudh Salam (putra KH. Abdussalam dan



sepupu KH. Bisri Syansuri, salah seorang Rais Aam PBNU yang menjadi
pendiri pondok pesantren Denanyar Jombang) dan Ny. Hj. Badriyah.
Saudara-saudara Kyai Sahal yaitu M. Hasyim (wafat pada tahun 1949 ketika
melawan Agresi Militer 11 Belanda sehingga sejak saat itu Kyai Sahal
menjadi putra satu-satunya karena saudara yang lainnya adalah puteri), Hj.
Muzayyanah (istri KH. Mansur, pengasuh PP. An-Nur, Lasem Rembang),
Salamah (istri KH. Mawardi, pengasuh PP. Bugel Jepara), Hj. Fadilah (istri
KH. Radhi Shaleh, Jakarta), Hj. Khadijah (istri KH. Maddah, pengasuh PP.
As-Sunniyah Jember). Sedangkan istri beliau adalah Ny. Hj. Dra. Nafisah,
cucu dari KH. Bisri Syansuri. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kyai Sahal
mempunyai nasab yang cukup kuat karena baik dari jalur ayah, ibu, dan istri,
semuanya keturunan Kyai ternama.

Pendidikan Kyai Sahal dimulai di MI Kajen (tamat pada tahun 1949)
dan meneruskan ke Madrasah Mathali’ul Falah milik keluarganya (1950-
1953). Sesudah itu Kyai Sahal mengembara ke pesantren-pesantren baik yang
ada di daerahnya maupun di luar daerah. Daerah yang pernah disinggahinya
adalah Bendo, Pare Kediri (1953-1957); Sarang Rembang (sampai tahun
1961); Makkah (1961-1963). Kiai Sahal berguru kepada para ulama yang ahli
di bidangnya masing-masing. Di antara gurunya adalah KH. Khozin Muhajir
dan KH. Hayat al-Makki (Bendo), KH. Zubair Dahlan (Sarang), KH.
Muhammadun Yasin Fadani (Makkah), KH. Ma’shum (Ngemplak Pati), KH.
Rifa’l Nasuha (Kajen), K. Dimyathi Mughni (Kajen), dan KH. Abdullah
Salam (Kajen) yang merupakan guru sekaligus paman yang banyak
mempengaruhi karakter kyai Sahal.

Bila melihat karier ilmiah Kyai Sahal tersebut maka tidak
mengherankan kalau beliau sangat mahir di bidang Bahasa Arab (Nahwu,
Sharaf, Bayan, Badi’, Mani’, Dan Balaghah) serta figh dan ushul figh. Di
samping itu beliau juga dikenal sangat alim sejak usia muda. Kyai Sahal
mulai menulis sejak masih belajar di PP. Sarang. Karya-karya beliau
diantaranya: Nuansa Figh Sosial (LKiS, 1994), Ensiklopedi Ijma’(bersama
KH. Musthafa Bisri), Tharigat al-Khusul Ala Ghayat al-Wushul, al-Bayan al-
Mulama an al-Fazi al-Luma (tentang ushul figh), Faraid al-Hajjiniyyah Fi
Syarhi Nail ar-Rijal Manzumat Safinat an-Najjah dan as-Samarat al-
Hajjiniyyah (tentang figh), dan al-Faraid al-Ajibah (tentang tata bahasa arab).

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

KH. Abdurrahman Wahid, akrab dipanggil Gus Dur lahir di Jombang,
Jawa Timur, 7 September 1940 dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah.



Guru bangsa, reformis, cendekiawan, pemikir, dan pemimpin politik ini
menggantikan BJ Habibie sebagai Presiden RI setelah dipilih MPR hasil
Pemilu 1999. Beliau menjabat Presiden RI dari 20 Oktober 1999 hingga
Sidang Istimewa MPR 2001. la lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil
atau "Sang Penakluk"”, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus
Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak kyai.

Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara, dari keluarga
yang sangat terhormat dalam komunitas muslim Jawa Timur. Kakek dari
ayahnya, KH. Hasyim Asy’ari, adalah pendiri Nahdlatul Ulama (NU),
sementara kakek dari pihak ibu, KH Bisri Syansuri, adalah pengajar
pesantren. Ayah Gus Dur, KH Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan
Nasionalis dan menjadi Menteri Agama pada 1949. Ibunya, Hj. Sholichah,
adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Setelah deklarasi
kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke
Jombang dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia
melawan Belanda. Akhir 1949, Beliau pindah ke Jakarta setelah ayahnya
ditunjuk sebagai Menteri Agama. Beliau belajar di Jakarta, masuk ke SD
KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Gus Dur menikah dengan
Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat orang anak: Alissa Qotrunnada, Zanubba
Ariffah Chafsoh (Yenny), Anita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari.

Gus Dur juga diajarkan membaca buku non Islam, majalah, dan koran
oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Pada April 1953, ayahnya
meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Pendidikannya berlanjut pada 1954
di Sekolah Menengah Pertama dan tidak naik kelas, tetapi bukan karena
persoalan intelektual. lbunya lalu mengirimnya ke Yogyakarta untuk
meneruskan pendidikan. Pada 1957, setelah lulus SMP, pindah ke Magelang
untuk belajar di Pesantren Tegalrejo. Gus Dur mengembangkan reputasi
sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu
dua tahun (seharusnya empat tahun).

Pada 1959, Gus Dur pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang
dan mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kepala madrasah.
Gus Dur juga menjadi wartawan Horizon dan Majalah Budaya Jaya. Pada
1963, Gus Dur menerima beasiswa dari Departemen Agama untuk belajar di
Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, namun tidak menyelesaikannya karena
kekritisan pikirannya. Gus Dur lalu belajar di Universitas Baghdad. Meskipun
awalnya lalai, Gus Dur bisa menyelesaikan pendidikannya di Universitas
Baghdad tahun 1970. Beliau pergi ke Belanda untuk meneruskan
pendidikannya, guna belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena
pendidikannya di Baghdad kurang diakui di Indonesia. Gus Dur lalu pergi ke
Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia pada 1971. Gus Dur



kembali ke Jakarta dan bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan
dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), organisasi yang terdiri dari
kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat.

LP3ES mendirikan majalah Prisma di mana Gus Dur menjadi salah
satu kontributor utamanya dan sering berkeliling pesantren dan madrasah di
seluruh Jawa. Beliau memperhatikan kondisi pesantren karena nilai-nilai
tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan dan kemiskinan
pesantren yang beliau lihat. Beliau kemudian batal belajar keluar negeri dan
lebih memilih mengembangkan pesantren. Gus Dur meneruskan karirnya
sebagai jurnalis, menulis untuk Tempo dan Kompas. Artikelnya diterima baik
dan mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial.

Dengan popularitas itu, beliau mendapatkan banyak undangan untuk
memberikan kuliah dan seminar, sehingga harus pulang-pergi Jakarta dan
Jombang. Pada 1974, Gus Dur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang
sebagai guru di Pesantren Tambak beras. Satu tahun kemudian, Gus Dur
menambah pekerjaannya dengan menjadi Guru Kitab Al Hikam. Pada 1977,
dia bergabung di Universitas Hasyim Asy’ari sebagai dekan Fakultas Praktik
dan Kepercayaan Islam, dengan mengajar subyek tambahan seperti pedagogi,
syariat Islam dan misiologi. Beliau lalu diminta berperan aktif menjalankan
NU dan ditolaknya. Namun, akhirnya menerima setelah kakeknya, Bisri
Syansuri, membujuknya. Untuk mengambil pekerjaan ini, beliau memilih
pindah dari Jombang ke Jakarta. Gus Dur mendapat pengalaman politik
pertamanya pada pemilihan umum legislatif 1982, saat berkampanye untuk
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), gabungan empat partai Islam termasuk
NU.

Pada 1993, Gus Dur menerima Ramon Magsaysay Award,
penghargaan cukup prestisius untuk kategori kepemimpinan sosial. Gus Dur
dinobatkan sebagai "Bapak Tionghoa" oleh beberapa tokoh Tionghoa
Semarang di Klenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, pada 10 Maret 2004.
Pada 11 Agustus 2006, Gadis Arivia dan Gus Dur mendapatkan Tasrif
Award-AJl sebagai Pejuang Kebebasan Pers 2006. Gus Dur dan Gadis dinilai
memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan
berekpresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di
Indonesia.

Gus Dur mendapat penghargaan dari Simon Wiethemthal Center,
sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan HAM karena dianggap
sebagai salah satu tokoh yang peduli persoalan HAM. Gus Dur memperoleh
penghargaan dari Mebal Valor yang berkantor di Los Angeles karena dinilai
memiliki keberanian membela kaum minoritas. Beliau juga memperoleh
penghargaan dari Universitas Temple dan namanya diabadikan sebagai nama



kelompok studi Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study. Kemudian Gus
Dur wafat pada hari Rabu, 30 Desember 2009, di Rumah Sakit Cipto
Mangunkosumo, Jakarta, pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit,
diantarnya jantung dan gangguan ginjal yang dideritanya sejak lama.

Gus Dur memperoleh banyak gelar Doktor Kehormatan (Doktor

Honoris Causa) dari berbagai lembaga pendidikan, yaitu:

Doktor Kehormatan bidang Kemanusiaan dari Netanya University, Israel
(2003)

Doktor Kehormatan bidang Hukum dari Konkuk University, Seoul, Korea
Selatan (2003)

Doktor Kehormatan dari Sun Moon University, Seoul, Korea Selatan
(2003)

Doktor Kehormatan dari Soka Gakkai University, Tokyo, Jepang (2002)
Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari Thammasat University,
Bangkok, Thailand (2000)

Doktor Kehormatan dari Asian Institute of Technology, Bangkok,
Thailand (2000)

Doktor Kehormatan bidang IImu Hukum dan Politik, llmu Ekonomi dan
Manajemen, dan IImu Humaniora dari Pantheon Sorborne University,
Paris, Perancis (2000)

Doktor Kehormatan dari Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
(2000)

Doktor Kehormatan dari Twente University, Belanda (2000)

Doktor Kehormatan dari Jawaharlal Nehru University, India (2000)



KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M
Nomor: 004/Munas/11/1997

Tentang
KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM

P P B
MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NU
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M

Memperhatikan: a. Khutbah Iftitah Pelaksana Rais Aam PBNU pada

pembukaan Munas dan Konbes NU tanggal 16 Rajab 1418
H/17 Nopember 1997

b. Pandangan umum dan pendapat para peserta Munas Alim
Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 17 Nopember 1997

c. Permusyawaratan yang berlangsung selama Munas
NU tahun 1997.

d. Kesepakatan yang telah diputuskan dalam sidang Komisi
A (KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM).

Mengingat : a. Anggaran Dasar NU Bab IX Pasal 18 ayat b dan ART

NU bab XIX Pasal 51 ayat 1 s.d.7;
b. Surat Keputusan PB NU Nomor: 167/A.11.04.e/VIII/1997
tanggal 3 Rab. Akhir 1418 H/7 Agustus1997.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

Pertama  : Mengesahkan Hasil Sidang Komisi A, tentang Kedudukan

Wanita dalam Islam, seperti terlampir.

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul serta
g perangkatnya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan

keputusan ini, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan

amanat Munas.

Lombok: 19 Rajab 1415 H
20 Nopember 19941\/[

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
Ketua Sekretaris
ttd ttd

KHMA’RUF AMIN DR. H. SAID AQIL SIRADJ, MA



KEPUTUSAN MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA

Nomor: 06/MNU-30/1999

Tentang

BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL-MAUDHU’IYYAH

r’)‘ )“ dmg'...q

MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA

Menimbang : a.

Memperhatikan:  a.

Mengingat : L

Ta’ala

Bahwa Perkembangan yang selalu terjadi dalam berbagai
aspek kehidupan masyarakat seringkali mendorong
perubahan dan pergeseran yang menyangkut tata-nilai dan
pandangan yang dianut Nahdlatul Ulama dalam fungsinya
sebagai pembimbing umat, dituntut untuk senantiasa
memberikan respon untuk senantiasa positif dan produktif.
Muktamar Nahdlatul Ulama mencermati sepenuhnya
untuk memperhatikan segala perkembangan yang
terjadi di masyarakat baik mengenai masalah-masalah
agama. Sosial-ekonomi, budaya dan lainnya;

Permusyawaratan-permusyawaratan yang berlangsung
dalam muktamar XXX Nahdlatul Ulama di Ponpes
Hidayatul Mubtadi’in Lirboyo, Kediri.

Amanat Presiden Republik Indonesia pada pembukaan
Muktamar XXX Nahdlatul Ulama tanggal 13 Sya’ban
1420H/21 Nopember 1999

Khutbah Iftitah Rais Aam PB Nahdlatul Ulama pada
pembukaan Muktamar XXX Nahdlatul Ulama tanggal
13 Sya’ban 1420H/21 Nopember 1999;

Laporan hasil-hasil sidang Pleno Komisi Bahtsul Masail
Ad-Diniyah Al-Maudhu’iyyah Muktamar XXX NU
tanggal 17 Sya’ban 1420H /25 Nopember 1999;

Keputusan Muktamar XXX Nomor 001 /MNU-30/11/1999
tentang Peraturan Tata-tertb Muktamar Muktamar XXX
Nahdlatul Ulama;

Keputusan Muktamar XXX Nomor 003 /MNU-30/11/1999
tentang Keorganisasian Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Dengan senantiasa memohon taufig, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa



MEMUTUSKAN:
Menetapkan

Pertama :  Mengesahkan hasil-hasil Keputusan Sidang Komisi Bahtsul
' Masail Ad-Diniyah Al-Maudhu’iyyah seperti tersebut
dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama periode 1999-2004 dan segenap perangkatnya dan
jajarannya untuk memimpin dan mengkoordinasikan usaha
dan ikhtiar dalam rangka pemasyarakatan dan pelaksanaan
keputusan-keputusan tersebut.

Ditetapkan di: Kediri

Pada tanggal: 17Sya’ban 1415 H
25 Nopember 1999 M

MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXX
PIMPINAN SIDANG PLENO X

ttd ' ttd

.KH M. Irfan Zidny MA Prof. DR.K H. S aidAgil Husin Almunawwar, MA
Ketua Sekretaris
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